BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020,
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



Menetapkan :

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp 1.925.617.425.977,00 Dberkurang sejumlah Rp -
41.576.145.174,14 sehingga menjadi Rp 1.884.041.280.802,86 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.840.617.425.977,00
b. Berkurang Rp (114.304.709.680,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.726.312.716.297,00
2. Belanja
a. Semula Rp 1.890.617.425.977,00
b. Berkurang Rp (50.576.145.174,14)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.840.041.280.802,86

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 85.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 72.728.564.505,86
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 157.728.564.505,86

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 35.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 9.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 44.000.000.000,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 246.398.162.977,00

2) Berkurang Rp (20.436.929.680,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp 225.961.233.297,00
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 1.142.714.564.000,00

2) Berkurang Rp (121.875.346.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.020.839.218.000,00



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 451.504.699.000,00

2) Bertambah Rp 28.007.566.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp 479.512.265.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 79.975.000.000,00

2) Berkurang Rp (15.229.473.775,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 64.745.526.225,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 18.566.493.700,00
2) Berkurang Rp (3.816.408.931,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 14.750.084.769,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 11.153.980.293,00

2) Bertambah Rp 2.077.867.207,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp 13.231.847.500,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 136.702.688.984,00

2) Berkurang Rp (3.468.914.181,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp 133.233.774.803,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp 40.829.780.000,00
2) Berkurang Rp (7.258.470.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 33.571.310.000,00




b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 835.669.833.000,00
2) Berkurang Rp (82.317.348.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 753.352.485.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 266.214.951.000,00
2) Berkurang Rp (32.299.528.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 233.915.423.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp 107.921.326.000,00
2) Bertambah Rp 978.017.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 108.899.343.000,00

. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 15.257.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 15.257.000.000,00

Pendapatan Dana Desa

1) Semula Rp 195.614.218.000,00

2) Berkurang Rp (2.582.873.000,00)

Jumlah Pendapatan Dana Desa

setelah Perubahan Rp 193.031.345.000,00

Pendapatan Dana BOS
1) Semula Rp 69.433.400.000,00
2) Bertambah Rp 6.018.800.000,00

Jumlah Pendapatan Dana BOS
setelah Perubahan Rp 75.452.200.000,00




e. Pendapatan Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp 78.535.755.000,00

2) Bertambah Rp 8.336.622.000,00

Jumlah Pendapatan Dana BOS

setelah Perubahan Rp 86.872.377.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.163.336.380.647,00

2) Berkurang Rp (26.943.997.606,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp 1.136.392.383.041,00
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 727.281.045.330,00

2) Berkurang Rp (23.632.147.568,14)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 703.648.897.761,86

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 738.806.641.383,00

2) Berkurang Rp (61.193.841.539,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 677.612.799.844,00
b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 71.380.315.000,00

2) Bertambah Rp 14.671.275.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 86.051.590.500,00
c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 30.019.350.000,00

2) Berkurang Rp (9.091.586.567,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp 20.927.763.433,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 9.262.497.000,00

2) Bertambah Rp 0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
Perubahan Rp 9.262.497.000,00



e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 311.867.577.264,00
2) Berkurang Rp (6.875.362.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan Rp 304.992.215.264,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 35.545.517.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp 37.545.517.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis
Belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 83.314.928.520,00

2) Bertambah Rp 32.649.417.409,70
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 115.964.345.929,70

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 434.123.309.086,00

2) Berkurang Rp (47.122.031.993,84)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan

Rp 387.001.277.092,16

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 209.842.807.724,00

2) Berkurang Rp (9.159.532.984,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 200.683.274.740,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 85.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 72.728.564.505,86
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 157.728.564.505,86




b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 35.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 9.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 44.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 55.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 67.728.564.505,86

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp 122.728.564.505,86
b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp 35.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pembiayaan:
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp 9.000.000.000,00
1) Semula Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 4.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah Perubahan Rp 35.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah;
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4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat. Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi
pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagai
landasan operasional pelaksanaan.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-255/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPAL IAN HUKUM,

BAMBANG SURY ORO S, SH.,M.Si.
Pembina¥ingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

12
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6
2.2:3 Belanja Modal 209.842.807.724,00 200.693.829.740,00 (9.148.977.984,00) (4,36)
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000.000,00) (113.728.564.505,86) (63.728.564.505,86) 127,46
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85.000.000.000,00 157.728.564.505,86 72.728.564.505,86 | 85,56
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 55.000.000.000,00 122.728.564.505,86 67.728.564.505,?& 123,14
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 30.000.000.000,00 35.000.000.000,00 5.000.000.000,00 16,67
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.000.000.000,0ap_ 44.000.000.000,00 9.000.000.000,00 25,71
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 9.000.000.000,00 4.000.000.000,00 80,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 30.000.000.000,00 35.000.000.000,00 5.000.000.000,00 16,67
PEMBIAYAAN NETTO 50.000.000.000,00 113.728.564.505,86 63.728.564.505,86 127,46
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
7L
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s O

X

PENDAPATAN

BELANJA
; URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
; PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA (BERKURANG)

HArya Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
4.01.4.01.24 KECAMATAN PECALUNGAN 0,00 0,00 600 0,00 1.409.356.718,00 311.100.000,00 1.720.456.718,00 1.174.053.154,00 221.534.500,00 1.395.587.654,00 (324.860.064,00)| (18,88)
4.01.4.01.25 KECAMATAN BAWANG 0,00 0,00 000 0,00 1.620.287.578,00 367.286.624,00 1.987.574.202,00 1.517.229.478,00 246.785.350,00 1.764.014.828,00 (223.559.374,00)| (11,25)
4.02 Pengawasan 0,00 0,00 000| 0,00 5.206.399.650,00 4.654.695.496,00 9.951.095.146,00 5.778.235.217,00 3.459.755.800,00 9.237.991.017,00 (713.104.129,00)| (7,17)
4.02 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 000 | 0,00 9,00 81.383.000,00 81.383.000,00 0,00 27.633.000,00 27.633.000,00 (53.750.000,00)] (66,05)
402 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 0,00 000| 0,00 5.206.399.650,00 4.573.312.496,00 9.869.712.146,00 5.778.235.217,00 3.432.122.800,00 9.210.358.017,00 (659.354.129,00)| (6,68)
4.03 Perencanaan 0,00 0,00 000] o0 3.590.452.451,00 4.489.176.500,00 8.079.628.951,00 3.187.207.115,00 3.123.824.916,00 6.311.032.031,00 (1.768.596.920,00)] (21,89)
4.03 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 000| o000 0,00 657.000.000,00 657.000.000,00 0,00 1.019.416.378,00 1.019.416.378,00 362.416.378,00 | 55,16
4.03. 4.01.19 KECAMATAN TERSONO 0,00 0,00 000| o000 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 000 0,00
4.03. 4.03.0L BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0,00| o000 3.590.452.451,00 3.812.176.500,00 7.402.628.951,00 3.187.207.115,00 2.084.408.538,00 5.271.615.653,00 (2.131.013.298,00)| (28,79)
4.04 Keuangan 1.685.295.363.000,00 |  1.573.194.609.225,00 (112.100.753.775,00)|  (6,65) 466.304.766.451,00 35.292.392.191,00 501.597.158.642,00 490.215.659.151,00 25.733.720.460,00 515.949.379.611,00 14.352.220.963,00 | 2,86
4.04 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 138.240.000,00 138.240.000,00 (51.760.000,00)| (27,24)
4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 91.076.100.000,00 72.843.126.225,00 (18.232.973.775,00)| (20,02) 41.775.027.187,00 35.102.392.191,00 76.877.419.378,00 31.436.075.954,00 25.595.480.460,00 57.031.556.414,00 (19.845.862.964,00)| (25,81)

DAERAH
4.04 . 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET |  1.594.219.263.000,00 |  1.500.351.483.000,00 (93.867.780.000,00)| (5,89)]  424.529.739.264,00 0,00 424.529.739.264,00 458.779.583.197,00 0,00 458.779.583.197,00 34.249.843.933,00 | 8,07
DAERAH (PPKD)
4.05 Kepegawalan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555.955.885,00 7.750.692.850,00 11.306.648.735,00 2.893.835.698,00 4.059.453.450,00 6.953.289.148,00 (4.353.359.587,00) | (38,50)
4.05 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 84.210.000,00 84.210.000,00 (55.790.000,00)f (39,85)
4.05 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 0,00 0,00| o000 3.555.955.885,00 7.610.692.850,00 11.166.648.735,00 2.893.835.698,00 3.975.243.450,00 6.869.079.148,00 (4.297.569.587,00)| (38,49)
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 {260.000.000,00)| (50,00)
4.07 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 000 000 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 (260.000.000,00)| (50,00)
1.840.617.425.977,00 |  1.726.312.716.297,00 |  (114.304.709.680,00)] (6,21)]  1.163.336.380.647,00 727.281.045.330,00 |  1.890.617.425.977,00 |  1.136.392.383.041,00 |  703.648.897.761,86 1.840.041.280.802,86 (50.576.145.174,14)] (2,68)
v
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KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7
4.05.4.0501.28.02.5. Belanja Barang dan Jasa 2.124.665.000,00 953.615.000,00 (1.171.050.000,00) (55,12)
4.05.4.05.01.28.03 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 296.267.900,00 240.267.900,00 (56.000.000,00) (18,90)

Kepegawaian Daerah — — — —— — — — — 1T

4.05.4.05.01.28.03.5. Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
4.05.4.0501.28.03.5. Belanja Barang dan Jasa 185.042.900,00 129.042.900,00 (56.000.000,00) (30,26)
4.05.4.05.01.28.03.5. Belanja Modal 109.125.000,00 109.125.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.28.05 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.28.05.5. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.28.05.5. Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.28.06 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 64.178.500,00 57.178.500,00 (7.000.000,00) (10,91)
4.05.4.05.01.28.06.5. Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
4.05.4.0501.28.06.5. Belanja Barang dan Jasa 26.378.500,00 19.378.500,00 (7.000.000,00) (26,54)
4.05.4.05.01.28.12 Pengembangan Aparatur 40.000.000,00 39.992.000,00 (8.000,00) (0,02)
4.05.4.05.01.28.12.5. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.992.000,00 (8.000,00) (0,02)
4.05.4.05.01.28. 14 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis 50.000.000,00 39.750.000,00 (10.250.000,00) (20,50)
PNS — — 0 T e

4.05.4.0501.28.14.5. Belanja Pegawai 7.100.000,00 1.850.000,00 (5.250.000,00) (73,94)
4.05.4.0501.28.14.5. Belanja Barang dan Jasa 42.900.000,00 37.900.000,00 (5.000.000,00) (11,66)
4.05.4.05.01.29 Program Pendidikan Kedinasan 83.636.600,00 50.336.600,00 (33.300.000,00) (39,82)
4.05.4.05.01.29.01 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 83.636.600,00 50.336.600,00 (33.300.000,00) (39,82)
4.05.4.05.01.29.01.5. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.800.000,00 (2.700.000,00) (60,00)
4.05.4.0501.29.01.5. Belanja Barang dan Jasa 79.136.600,00 48.536.600,00 (30.600.000,00) (38,67)
SURPLUS / (DEFISIT) (11.166.648.735,00) (6.869.079.148,00) 4.297.569.587,00 (38,49)
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RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4
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SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
URATAN URUSAN, ORGANISASI, JENTS BELANG BELA (BERKURANG)
PROGRAM DAN KEGIATAN , A JUMLAH : JENIS BELANJA JUMLAH
PEGAWAIL BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL " (Rp) %
JUMLAH 83.314.928.520,00 434.123.309.086,00 | 209.842.807.724,00 727.281.045.330,00 115.960.775.289,70 386.994.292.732,16 200.693.829.740,00/ 03.648.897.761,86 | (23.632.147.568,14) (3,25)
-

HAL : 46

BUPATI BATANG,

ttd

b
WIHAJI




BERTAMBAH / (BERKURANG)

prinled by im0l

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGST DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

JUMLAH SEBELUM JUMLAH SETELAH
URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN JUMLAH (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 133.443.612.072,00 85.144.765.859,00 (48.298.846.213,00) (36,19)
06| 1 |03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107.186.115.718,00 72.351.336.509,00 (34.834.779.209,00) (32,50)
06| 1|04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 26.257.496.354,00 12.793.429.350,00 (13.464.067.004,00) (51,28)
07 KESEHATAN 332.809.221.311,00 376.613.018.160,86 43.803.796.849,86 13,16
07 (1 (02 Kesehatan 325.529.634.999,00 370.727.430.192,86 45.197.795.193,86 13,88
07| 2 |08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.279.586.312,00 5.885.587.968,00 (1.393.998.344,00) (19,15)
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 13.303.288.665,00 11.577.400.553,00 (1.725.888.112,00) (12,97)
08| 2 |16 Kebudayaan 2.410.450.000,00 549.386.000,00 (1.861.064.000,00) (77,21)
08| 3 (02 Pariwisata 10.892.838.665,00 11.028.014.553,00 135.175.888,00 1,24
10 PENDIDIKAN 600.701.112.678,00 579.849.053.737,00 (20.852.058.941,00) (3,47)
10101 Pendidikan 590.226.805.417,00 572.678.312.076,00 (17.548.493.341,00) (2,97)
10| 2 |13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.460.750.000,00 2.940.405.000,00 (520.345.000,00) (15,04)
10| 2 |17 Perpustakaan 7.013.557.261,00 4.230.336.661,00 (2.783.220.600,00) (39,68)
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 25.321.157.572,00 23.482.241.987,00 (1.838.915.585,00) (7,26)
1111 |06 Sosial 8.922.994.120,00 6.253.533.108,00 (2.669.461.012,00) (29,92)
11{ 2|01 Tenaga Kerja 4.701.302.567,00 5.388.468.667,00 687.166.100,00 14,62
11| 2 |02 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 4.436.714.316,00 4.425.563.417,00 (11.150.899,00) (0,25)
11] 2 |06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.260.146.569,00 7.414.676.795,00 154.530.226,00 2,13
1.890.617.425.977,00 1.840.041.280.802,86 (50.576. %.174,14) (2,68)
7
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMORg TAHUN 2020

TENTAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN ESELON
I 11 III v STAF TOTAL
Golongan IV/e - - - - 1 1
Golongan 1V/d - 2 0 0 0 2
Golongan IV/c - 20 2 0 22 44
Golongan IV/b - 8 37 1 207 253
Golongan 1IV/a - 0 76 40 1367 1483
JUMLAH GOLONGAN 1V 0 30 115 41 1597 1783
Golongan III/d - 0 21 216 426 663
Golongan III/c - 0 1 107 617 725
Golongan III/b - 0 0 31 1024 1055
Golongan II1/a - 0 0 4 877 881
JUMLAH GOLONGAN III o 0 22 358 2944 3324
Golongan 1I/d - 0 0 0 388 388
Golongan II/c - 0 0 0 437 437
Golongan 1I/b - 0 0 0 156 156
Golongan II/a - 0 0 0 68 68
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 1049 1049
Golongan I/d - 0 0 0 49 49
Golongan I/c - 0 0 0 61 61
Golongan I/b - 0 0 0 5 5
Golongan I/a - 0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 115 115
JUMLAH TOTAL o 30 137 399 5705 62}{
7
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Lampiran VII :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR gTAHUN 2020
TENTAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH TAHUN | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019 REA’ll..JlI:f:‘:lHS D IUKIIA?VZZ[:QI?:P?'?AAEG: ?’h‘?lNG
NO SKPD NAMA KEGIATAN AWAL /
PENGANGGARAN AKHIR TAHUN
APBD 2019 APBD P 2019 2019 APBD 2020 APBD P 2020
JUMLAH KESELURUHAN - - - - -
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KABUPATEN BATANG

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN VIIT : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR .z. TAHUN 2020
TENTAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

TGL/THN

JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI

JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)

DASAR PERSENTASE
SUMBER HUKUM PERJANIIA IML PINJAMAN/NILAI JANGKA BUNGAN TUJUAN
NO.| PINJAMAN PINJAMAN/ N NOMINAL OBLIGASI WAKTU PINJAMAN PENGGUNAAN

DAERAH PINJAMAN/ PINJAMAN o PINJAMAN POKOK PINJAMAN | BUNGA & JASA | POKOK PINJAMAN BUNGA

OBLIGASL | o5 1GASI (%) DAERAH BANK DAERAH
1 |Bank Syariah |Peraturan Rp 35.000.000.000 1 tahun 8,25%/thn [Biaya
Mandiri Bupati Operasional

Batang No. RSUD Batang
48 Tahun
2019
JUMLAH

HALAMAN : 246
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